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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 20 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2014 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan Pasa! 285 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang PeIaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal 

tidak sesuai dengan keadaan tahun beIjalan, RKPD dapat 
diubah; 

b . bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah 
yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 

partisipastif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna 
terseIenggaranya tata keloIa kepemerintahan yang baik, 

teIah ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 

Tahun 2014 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015; 

c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan 

keadaan tahun beIjalan, perlu adanya penyesuaian asumsi 

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, 

prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan 
kegiatan prioritas daerah serta keadaan yang menyebabkan 

saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan untuk tahun beIjalan; 

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 

Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Be rita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
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dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Linglrungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2015-2019; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
ten tang Pembentukan Produk Hukum Dasar; 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 
ten tang Pedoman Penyu sunan , Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana KeIja Pemerintah Daerah Tahun 2015; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2006 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 11); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 
Tahun 2008 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2008 Nomor 4); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 14); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 8 Tahun 2012 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 8); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 
ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 Inspektorat Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2012 Nomor 9) ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 
Tahun 2008 ten tang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikinalaya Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15); 
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20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Perencanaan Partisipatif Pembangunan (Berita 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 32). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI TASIKMALAYA NOM OR 12 TAHUN 2014 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
TASIKMALAYA TAHUN 2015 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2014 
ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 
(Beri ta Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 12) diubah menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 1! ~t.us. 20115 

SEKRETARlS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

~DIR 
NIP. 196ii21191B05 1 001 

Ditetapkan di Singaparna 

Pada tangal 71 ~JJ& 2OJl5 

UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 2.2 


